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Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian 

ABSTRAK 

PERAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PEMBENTUKAN 

PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 

TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DESA KOTO TINGGI 

KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU) 

Desa adalah sebuah Badan Hukum (Rechtpersoon) dalam pengertian yang 

abstrak, yang berlandaskan kepada kedaulatan rakyat (Volks Souvereiniteit) dan 

berhak untuk menentukan hidup matinya sendiri, menentukan besar kecilnya 

sendiri, serta berhak mempunyai harta benda dan sumber keuangan sendiri 

termasuk hak atas tanah dengan airnya, gunungnya dan jurangnya. 

Desa memimiki kewenangan Otonomi desa Salah satu bentuk otonomi 

desa yang dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014  adalah 

diakui dan diberikannya kewenangan desa yang luas untuk membentuk Peraturan 

Desa sebagai kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa dan pembangunan desa, yang sekaligus berkedudukan sebagai 

jenis peraturan perundang-undangan yang diakui dan memiliki kekuatan hukum 

yang mengikat. 

Dalam pembuatan peraturan desa di buat oleh Badan Permusyawaratan 

Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pelaksanaannya Badan Permusyawaratan Desa 

belum memaksimalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Hambatan Badan 

Perwakilan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni Profesionalitas kerja Anggota 

Badan Permusyawaratan Desa, faktor sumberdaya manusia, dan kurangnya 

penjaringan aspirasi masyarakat serta Faktor Komunikasi dan Koordinasi yang 

masih kurang. 

 

Kata Kunci : Peran Badan  Perwakilan Desa, BPD, Peraturan Desa 
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ABSTRAK 

 

PERAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PEMBENTUKAN 

PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 

TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DESA KOTO TINGGI 

KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU) 

 

The village is a legal entity (Rechtpersoon) in an abstract sense, which is 

based on people's sovereignty (Volks Souvereiniteit) and has the right to 

determine their own life and death, determine their own size, and has the right to 

have their own property and financial resources, including rights to land and 

water. , its mountains and ravines. 

Villages have authority Village autonomy One form of village autonomy 

as outlined in Law (UU) No. 6 of 2014 is the recognition and granting of broad 

village authority to form Village Regulations as a legal and policy framework in 

the administration of village governance and village development, which at the 

same time domiciled as a type of legislation that is recognized and has binding 

legal force. 

In making village regulations, the Village Consultative Body is made in 

the Making of Village Regulations Based on Law Number 6 of 2014 concerning 

Villages. In its implementation, the Village Consultative Body has not maximized 

the legislation. Barriers to the Village Representative Body in Forming Village 

Regulations Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, namely the 

professionalism of the work of Village Consultative Body Members, human 

resource factors, and the lack of community aspirations as well as communication 

and coordination factors that are still lacking. 

 

Keywords: The Role of the Village Representative Body, BPD, Village 

Regulation 

x 


